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Tujuan Prosedur

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme
pencairan biaya operasional tidak langsung

Ruang Lingkup dan

Ruang lingkup standar adalah:
1. Tata cara dan prasyarat yang diperlukan dalam pencairan dan

Penggunaannya
99 y pembayaran biaya operasional tidak langsung
2. Pihak — pihak yang terlibat dalam proses pencairan dan pembayaran
biaya operasional tidak langsung
Standar Standar Biaya Operasional tidak Langsung

Definisi Istilah

1. Standar Operasional Prosedur merupakan prosedur yang digunakan
untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan konsisten,
efektif, efisien, sistematis dan terkelola dengan baik.

2. Dana Operasional tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk pelakasanaan kegiatan operasional yang tidak berkaitan
langsung dengan proses operasional pembelajaran diantaranya Biaya
Administrasi, Biaya Promo, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Gaji Bagian
Umum.

Prosedur

1. Devisi yang memerlukan dana yang berkaitan dengan Biaya
Administrasi, Biaya Promo, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Gaji Bagian
Umum mengajukan pencairan dana dengan mengisi formulir
permohonan uang (PU) atau Formulir Kas Bon yang telah di tanda
tangani oleh pejabat — pejawab yang berwenang.

2. Bendahara Pengeluaran memasukan ajuan ke dalam anggaran
operasional minggu berikutnya apabila pengajuan berupa PU
sedangkan apabila memakai Formulir Kas Bon dapat dicairkan pada
hari tersebut.

3. Proses Pencairan dana selama 1 (satu) minggu setelah formulir
permohonan Uang (PU) diserahkan kepada bagian keuangan apabila
mengunakan Formulir Kas Bon dapat dicairkan pada hari tersebut.

4. Bendahara pengeluaran menyiapkan dana sesuai dengan pengajuan
Dana

5. Bendahara pengeluaran menyerahkan kepada Devisi yang
mengajukan permintaan dana dan mengisi lembar Bon Sementara

6. Bendahara Pengeluaran menerima pertanggung jawaban dari masing-
masing devisi yang mengunakan dana

7. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan berdasarkan
pertanggungjawaban dari masing-masing devisi

Penanggungjawab

Ketua STIKes

Waket Il

Ka. Keuangan
Bendahara Pengeluaran
Devisi terkait

agrwnpE

Diagram Alur Prosedur

Pengajuan Dana Mengunakan Form PU/Kas Bon

|

Pengajuan PU di catat dalam anggaran mingguan apabila mengunakan
Kas Bon Dapat dicairkan hari tersebut

l
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Proses pencairan minimal 1 (satu) minggu untuk pengajuan PU apabila
Kas Bon dapat dicaikan hari tersebut

l

Bendahara Menyiapkan dana berdasarkan pengajuan dana

|

Bendahara pengeluaran menyerahkan kepada Devisi yang mengajukan
permintaan dana dan mengisi lembar pada Bon Sementara

Bendahara Pengeluaran menerimL pertanggung jawaban dari masing-
masing devisi yang mengunakan dana

Bendahara Pengeluaran melLkukan pencatatan berdasarkan
pertanggungjawaban dari masing-masing devisi

Catatan

Pencairan dana untuk  mengikuti aturan pencairan dana dari
Pemerintah
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